
ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi 

Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN PRN). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perundang-undangan 

serta untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang 

relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, seperti UUD 1945, 

KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta 

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Putusan hakim dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2019/PN 

PRN menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada terdakwa berdasarkan Pasal 46 UU 

PKDRT jo. Pasal 65 KUHP, dengan pertimbangan yuridis, faktual, dan sosiologis. Namun, putusan 

ini masih terbatas pada aspek represif, karena tidak memuat restitusi maupun rehabilitasi bagi 

korban sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU TPKS. 
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ABSTRACT 

This research entitled Juridical Analysis of Sexual Violence Against Children (Case Study of 

Court Decision Number 48/Pid.B/2019/PN PRN) aims to examine the forms of legal protection 

for child victims of sexual violence under Indonesian law and to analyze the judicial 

considerations and verdict of the judge in handling the case. This study employs a normative 

juridical method with a library research approach, using secondary data such as statutory 

regulations, legal doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The findings 

indicate that legal protection for child victims of sexual violence has been regulated under 

several national legal instruments, including the 1945 Constitution, the Indonesian Penal Code, 

the Criminal Procedure Code, the Child Protection Act, the Domestic Violence Act, the Witness 

and Victim Protection Act, and the Sexual Violence Crime Act. In case decision Number 

48/Pid.B/2019/PN PRN, the panel of judges sentenced the defendant to seven years of 

imprisonment under Article 46 of the Domestic Violence Act in conjunction with Article 65 of 

the Penal Code, based on juridical, factual, and sociological considerations. However, the 

verdict still focused on repressive measures, as it did not include restitution or rehabilitation 

for the victim, which are mandated by the Witness and Victim Protection Act and the Sexual 

Violence Crime Act. 
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